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ABSTRACT

This research aims to determine about the process of empowerment and the role of stakeholders who involved in process
of empowering the Small and Medium Enterprises footwear through PUSYAR program in Mojokerto city. The researcher interest to
choosing this topic because PUSYAR program is the only one program that applied in Indonesia. In addition, Mojokerto city is also
known as a city of central footwear. So both of these are behind this research. In this research, use theory of empowerment process
by elaboration and the result is empowerment process has 5 stages: possibility, strengthening, protecting, supporting and
maintenance. The second theory that used by researcher is theory role of stakeholder by elaboration which explain if there’s 10
stakeholder roles that are: facilitators, motivators, coordinators, stabilizers, evaluators, advocates, innovators, regulators, catalysts
and counselors. This research use descriptive qualtitative method. Observation, in-depth interview, and document studies were used
to collect data. The results of this study indicate that the process of SMEs footwear empowerment as a whole at 5 stages has been
implemented. While the results about the role of stakeholders in the empowerment process indicate that stakeholders is quite active
and has performed their role as well as written in the memorandum of understanding (MoU) document. There are 7 roles of
stakeholder that founded, there are stakeholders as innovators, regulators, coordinators, facilitators, stabilizers, motivators and

evaluators.
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PENDAHULUAN
UMKM merupakan sebuah usaha informal
yang sudah berkembang cukup pesat diseluruh dunia,
terutama negara negara berkembang, sebab negara
berkembang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada
usaha usaha formal. Sesuai dengan sifat UMKM yang
berbentuk usaha informal, proses penciptaan lapangan
kerja pada UMKM sampai dengan usaha tersebut
berjalan bisa dilakukan dengan waktu yang sangat
singkat, karena tidak dibutuhkan hal hal formalitas
yang biasa ada pada usaha formal. Walaupun bentuk
usaha nya sendiri adalah informal, namun UMKM
tidak dapat dianggap remeh karena kemampuannya
dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang
cukup besar sehingga angka pengangguran dapat
berkurang.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
peran penting dalam perekonomian
Indonesia.  Sektor UMKM  tersebut  mampu
menyediakan lapangan kerja serta mengakomodir
peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi.
Bahkan, pada masa krisis ekonomi, sektor UMKM
masih mampu menopang perekonomian nasional.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai
sebuah usaha sektor informal dari masyarakat yang
berperan sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi
masyarakat sendiri juga secara langsung berperan
terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, bahkan
bisa dikatakan merupakan salah satu  sektor
perekenomian yang paling banyak menyerap tenaga
kerja di Indonesia seperti yang dapat dilhat pada tabel
1.1 berikut:

memiliki

Tabel 1.1
Data Perkembangan UMKM Tahun 2011-2013
Di Indonesia

Unit usaha 2011 2012 2013

(unit) (unit) (unit)
UMKM 55.206.444 | 56.534.592 | 57.895.721
-Mikro 54.559.969 | 55.856.176 | 57.189.393
-Kecil 602.195 629.418 654.222
-Menengah 44.280 48.997 52.106

Sumber: Kementerian Koperasi & UMKM (diolah)

Tak hanya cukup dari penggerak roda perekonomian
negara, namun dari segi penyediaan lapangan kerja
UMKM juga memiliki kontribusi yang baik sehingga

pengangguran

setidaknya dapat

dikurangi.

Hal

tersebut juga dapat diketahui dari data berkut:

Tabel 1.2
Data Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM Tahun 2011-
2013 di Indonesia

Unit usaha 2011 2012 2013
(orang) (orang) (orang)
UMKM 101.722.458 | 107.657.509 | 114.144.082
- Mikro 94.957.797 | 99.859.517 | 104.624.466
- Kecil 3.919.992 4.535.970 5.570.231
-Menengah 2.844.669 3.262.023 3.949.385

Sumber: Kementerian Koperasi & UMKM (diolah)

Menurut data nasional, pertumbuhan UMKM
di Indonesia cukup menjanjikan. Hingga Agustus 2016,
terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM, dan berhasil




menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar
60,30%, serta mampu menyerap tenaga kerja 97,22%.
Di Jawa Timur (www.beritasatu.com, diakses pada 10
Januari 2017 pukul 14.57 WIB). Di Provinsi Jawa
Timur sendiri, sebesar 54,34% industri juga berasal
dari UMKM dan mampu menampung 57,89% tenaga
kerja. Sehingga UMKM mampu berkontribusi dalam
pengentasan kemiskinan dan pengangguran
(www.bappedajatim.jatimprov.go.id diakses pada 10
Januari 2017 pukul 17.12 WIB).

Untuk memberikan perhatian khusus dalam
hal pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa
Timur membuat kebijakan berkaitan dengan penetapan
satuan wilayah akselerasi pembangunan khusus yang
dinamakan Gerbangkertasusila Plus yang merupakan
satuan wilayah khusus dan diprioritaskan untuk
menjadi pusat pembangunan serta perekonomian
wilayah Jawa Timur. Adanya Gerbangkertasusila Plus
ini, turut menjadi faktor penyebab peningkatan geliat
sektor UMKM yang termasuk dalam wilayah tersebut.
Jumlah  UMKM vyang ada pada wilayah
Gerbangkertasusila Plus dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Jumlah UMKM dalam Gerbangkertasusila Plus Tahun
2013

No | Kabupaten/Kota Jumlah Unit UMKM
1 | Kab. Bojonegoro 281.967
2 | Kota Surabaya 260.762
3 | Kah. Lamongan 252.734
4 | Kab. Pasuruan 248.802
5 | Kab. Tuban 223.998
6 | Kah. Jombang 188.614
7 | Kabh. Sidoarjo 171.264
8 | Kabh. Gresik 168.393
9 | Kah. Bangkalan 166.768
10 | Kab. Mojokerto 155.410
11 | Kota Pasuruan 24.257
12 | Kota Mojokerto 17.480

Jumlah 2.160.449

Sumber: Skripsi Distianto Agung (diolah)

Sebagai salah satu daerah yang masuk dalam
wilayah Gerbangkertasusila Plus, ternyata Kota
Mojokerto berhasil mampu menggerakkan
perekonomiannya. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kota
Mojokerto telah menyentuh angka 6,49. Angka yang
mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional
maupun Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pemerintah
Kota Mojokerto menyadari pentingnya penggerakan
dan pengembangan UMKM. Apabila UMKM
berkembang, otomatis daya beli  masyarakat
meningkat. Pelaku UMKM akan lebih berdaya secara
ekonomi, begitu juga masyarakat yang ikut terlibat di
dalamnya (www.koran-sindo.com, diakses pada 10
Januari 2017 pukul 20.45 WIB).

Perkembangan UMKM di Kota Mojokerto
cukup baik. UMKM di Kota Mojokerto memiliki peran

penting dalam pertumbuhan ekonomi kota Mojokerto
karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan
mempengaruhi  pendapatan masyarakat sehingga
mampu mengurangi pengganguran dan kemiskinan di
Kota Mojokerto. Pada perkembangannya pula, UMKM
di Kota Mojokerto memiliki produk kerajinan yang
menjadi ciri khas daerah, hal tersebut dapat diilihat
pada tabel 1.4 berikut.
Tabel 1.4
Jumlah Unit Usaha Produk Kerajinan UMKM
Tahun 2014-2016 di Kota Mojokerto

Unit Usaha (unit)

No | Bidang Usaha 55275015 T 2016
1 | Usaha berbasis Agro 478 480 483
2 | Usaha Alas Kaki 399 399 398
3 | Usaha Batik 66 66 66
4 | Usaha Handicraft 52 53 55
5 | Miniatur Perahu 13 13 13
6 | Cor Alumunium 11 11 10

Sumber : Diskoperindag Kota Mojokerto (diolah)

Pada tabel 1.4 tercatat jenis-jenis usaha produk
kerajinan UMKM di Kota Mojokerto yang terdiri dari
6 bidang usaha kerajinan. Jenis usaha dengan jumlah
unit usaha terbanyak ialah usaha berbasis agro yang
meliputi usaha makanan dan minuman. Sedangkan
produk kerajinan kota Mojokerto yang paling terkenal
yakni usaha alas kaki. Selain dilihat dari jumlah unit
usaha, sepanjang tahun 2014-2016 ternyata UMKM
juga turut menyumbangkan kontribusinya bagi
penyerapan tenaga kerja seperti yang dapat dilihat pada
tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Penyerapan Tenaga Kerja Produk Kerajinan UMKM
Tahun 2014-2016 di Kota Mojokerto

. Tenaga Kerja (orang)

No | Bidang Usaha 2014 12015 | 2016

1 Usaha Agro 1.557 | 1.633 | 2.520
2 Usaha Alas Kaki 4133 | 4121 | 4.109
3 Usaha Batik 89 83 76
4 Usaha Handicraft 207 209 212
5 Miniatur Perahu 35 35 35
6 Cor Alumunium 98 97 94

Sumber : Diskoperindag Kota Mojokerto (diolah)

Dari data yang tertulis pada tabel 1.5, penyerapan
tenaga kerja terbesar ialah berada pada sektor usaha
alas kaki. Adapun nilai produksi yang dihasilkan pada
UMKM kerajinan kota Mojokerto, detailnya dapat
dilihat pada tabel 1.6:




Tabel 1.6
Nilai Produksi Produk UMKM Kerajinan
Tahun 2014-2016 di Kota Mojokerto

. Nilai Produksi (juta rupiah)
No | Bidang Usaha |50/ —To015 [ 2016
1 | Agro 53.094 | 56.193 | 58.448,9
2 Alas Kaki 287.050 | 287.320 | 288.142,6
3 Batik 624,6 649,4 684,6
4 Handicraft 4.576,7 4734,6 4.987,3
5 | Miniatur 12548 | 1.3024 | 1.194,8
Perahu
6 | SOr 9.981,9 | 9.9586 | 9.821,9
Alumunium
Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdangangan Kota Mojokerto (diolah)

Informasi yang dapat diketahui dari tabel 1.6 adalah,
ternyata dari 6 bidang UMKM kerajinan Kota
Mojokerto, usaha alas kaki masih tetap berkontribusi
besar dengan nilai produksi yang menonjol dibanding
usaha lainnya. Usaha berbasis alas kaki merupakan
satu-satunya usaha yang memiliki nilai produksi diatas
100 milyar rupiah setiap tahunnya, bahkan hampir
menyentuh angka 300 milyar rupiah. Hal tersebut
menunjukkan, bahwa UMKM alas kaki masih menjadi
kontributor terbesar bagi perekonomian di Kota
Mojokerto.

UMKM alas kaki memang sudah menjadi
UMKM unggulan bagi Kota Mojokerto. Segala bentuk
capaian UMKM alas kaki seperti yang telah disebutkan
pada bagian sebelumnya, tidak lepas dari peran
pemerintah yang aktif dalam mengembangkan UMKM
melalui program-program pemerintah, juga disertai
dengan partisipasi aktif dari pelaku usaha alas kaki
yang berkoordinasi secara sinergi sehingga terjalin
hubungan timbal balik yang saling menguntungkan
antara pemerintah daerah dengan para pelaku UMKM
alas kaki..

Kebijakan khusus bagi UMKM vyang
dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto terutama
dalam mengembangkan UMKM sepatu terlhat dari
ditetapkannya 3 kelurahan di Kota Mojokerto, yakni
Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan dan Kelurahan
Surodinawan serta Kelurahan Prajuritkulon yang
berada pada Kecamatan Prajuritkulon menjadi
Kampung Sepatu. Selain itu, kesadaran pemerintah
akan kehadiran lembaga Badan Amil dan Zakat
Nasional yang sering dikenal dengan BAZNAS
dimanfaatkan bukan hanya untuk usaha perlindungan
sosial, namun juga ke arah pemberdayaan masyarakat.
BAZNAS Kota Mojokerto diatur dalam Peraturan
Daerah Kota Mojokerto No. 1 Tahun 2003 tentang
zakat, infak dan sedekah, yang mana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 3 Tahun
2010 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah.
Selain itu, adanya BAZNAS Kota Mojokerto juga
diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto No. 54
Tahun 2009 tentang pedoman teknis pemungutan zakat
pendapatan, infak dan sedekah bagi PNS, karyawan

BUMD/BUMN, anggota DPRD dan warga masyarakat
Kota Mojokerto yang kemudian juga diganti dengan
Peraturan Walikota Mojokerto No. 14 Tahun 2013
tentang pedoman teknis pemungutan zakat pendapatan,
infak dan sedekah bagi PNS, karyawan
BUMD/BUMN, anggota DPRD dan warga masyarakat
Kota Mojokerto. Melalui peraturan tersebut, Kota
Mojokerto berhasil menghimpun dana yang besarannya
akan ditampilkan pada tabel 1.7

Tabel 1.7
Perkembangan Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan
Sedekah BAZNAS Kota Mojokerto
Tahun 2013 - 2015

Penerimaan 2013 2014 2015
Zakat 575.568. | 665.544. | 916.478.
836 808 795
Infak & 324.377. | 304.588. | 328.020.
Sedekah 900 614 739
Jumlah 899.946. | 970.133. | 1.244.49
736 422 9.534

Sumber : Laporan BAZNAS Kota Mojokerto tahun
2015 (diolah)

Dari tabel 1.7 dapat diketahui bahwa pengumpulan
dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota
Mojokerto pada tahun 2013 hingga 2015, setiap
tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pemerintah
Kota Mojokerto melalui BAZNAS Kota Mojokerto
memiliki beberapa program unggulan dalam misinya
untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu
inovasinya ialah menciptakan program yang kreatif dan
baru dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat,
yakni program Pembiyaan Usaha Syariah (PUSYAR).

Kota Mojokerto, sejauh ini merupakan satu-
satunya kota di Indonesia yang membangun model
gabungan pembiayaan UMKM bersumber dari dana
zakat dan infak. BAZNAS Kota Mojokerto
berkolaborasi bersama dengan tiga lembaga lain, yaitu
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES) dan Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
Program PUSYAR adalah kegiatan pembiayaan
kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dan yang disalurkan melalui PT BPRS Kota
Mojokerto.  Proses  verifikasi  dokumen  dan
rekomendasi  dilakukan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto,
sedangkan pembinaan, manajemen usaha dan keuangan
menjadi tugas dari Masyarakat Ekonomi Syariah
(MES). Sehingga program PUSYAR tidak hanya
berkaitan dengan pembiayaan berupa modal usaha saja,
namun juga terdapat kegiatan pemberdayaan melalui
pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan
prasarana, penguatan  kemitraan, = pembentukan
kelompok usaha, pembentukan sentra UMKM dan
perlindungan terhadap UMKM yang dilakukan oleh
Masyarakat Ekonomi Syariah bersama dengan Dinas
Koperasi  Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mojokerto. Terdapat pula kegiatan monitoring dan




evaluasi setelah pelaksanaan program PUSYAR.
Kegiatan tersebut dilakukan oleh seluruh stakeholders
terkait yang berperan dalam program PUSYAR.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui
pengentasan kemiskinan dengan alternatif program
seperti PUSYAR vyang berfokus pada pengembangan
UMKM merupakan jalur yang kreatif. Dengan
pengembangan UMKM, maka akan ada investasi dan
pengembangan dari berbagai sektor sehingga mampu
menyerap banyak tenaga kerja. Jumlah populasi
penduduk usia produktif yang kian bertambah, perlu
juga diimbangi dengan tersedianya jumlah lapangan
kerja yang ada, sehingga masyarakat produktif secara
ekonomi.

Program PUSYAR menjadi program yang
menarik karena telah terbukti mampu mensejahterakan
masyarakat melalui pembiayaan UMKM  yang
bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.
Misalnya, pengalaman dari beberapa masyarakat yang
berpartisipasi dalam program PUSYAR. Sebagian
pengussha UMKM di Kota Mojokerto yang
sebelumnya mendapat bantuan pembiayaan dari
BAZNAS, setelah menjalankan usahanya kini mampu
berperan sebagai donatur di BAZNAS Kota Mojokerto.
Pengusaha sepatu yakni Emru Suhadak dengan bantuan
pembiayaan usaha dari program PUSYAR mampu
memproduksi 2400 pasang sepatu setiap bulan, dan
saat ini memiliki lokasi produksi yang kian luas serta
karyawannya  bertambah  menjadi 30 orang
(www.apakabar.co.id, diakses pada 18 Desember 2016
pukul 11.21 WIB).

Atas keberhasilannya dalam menjalankan
beberapa program yang mengemban misi dalam usaha
perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
serta pengelolaan lembaga yang baik, BAZNAS Kota
Mojokerto sejak tahun 2012 berhasil menerima
beberapa penghargaan, antara lain yang tercantum pada
tabel 1.8 berikut:

5 | Piala Emas JPIP (Jawa
Pos Institut Pro Otonomi)
Kategori Inovasi 2014 Nasional
Ekonomi melalui
Program PUSYAR

6 | Juaral Terbaik Kategori
Pengelolaan
Kelembangaan oleh 2015 Provinsi
Kantor Wilayah
Kementerian Agama

7 | 5 Besar Terbaik
Nasional Kategori
Pengelolaan
Kelembagaan

2015 Nasional

8 | Inovasi Pengelolaan

Terbaik melalui Program
Pembiayaan Usaha 2015 Nasional
Syariah (PUSYAR) oleh
BAZNAS Pusat Nasional

9 | Penghargaan Pelopor
Inklusi Keuangan oleh
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)

2016 Nasional

10 | Peserta Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik
(SINOVIK) Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi

2016 Nasional

Tabel 1.8
Prestasi Badan Amil dan Zakat Kota Mojokerto Tahun
2012 — 2016
ON Kategori Penghargaan T?]hu Tingkat
1 | BAZNAS Terbaik se
Jawa Timur kategori 2012 Provinsi

Kelembagaan

2 | Piala Emas JPIP (Jawa
Pos Institut Pro Otonomi)
Kategori Pembinaan 2013 Nasional
Ekonomi Khusus melalui
Program PUSYAR

3 | Juaral Pengelolaan
Kelembagaan Terbaik 2014 Nasional
Kementerian Agama

4 | Piala Perak JPIP (Jawa
Pos Institut Pro Otonomi)
Kategori Pembangunan 2014 Nasional
Ekonomi melalui
Program PUSYAR

Sumber : surat kabar, media online (diolah dari
berbagai sumber)

Setiap tahunnya BAZNAS kota Mojokerto paling tidak
menorehkan 1 prestasi. Hal ini menimbulkan asumsi
peneliti bahwa pengelolaan BAZNAS dan PUSYAR
tidak main-main dan ditangani secara serius dan
profesional.

Akses masyarakat terhadap pembiyaan
UMKM melalui program PUSYAR juga terbilang
sangat mudah dan tidak membebani maupun
merugikan masyarakat peserta program, karena
pembiayaan yang diberikan tanpa biaya asuransi dan
administrasi. Hal tersebut terjadi karena program
PUSYAR  berprinsip  syariah  sehingga lebih
membebaskan peminjam dari rangkaian birokrasi,
sistem dan bunga yang memberatkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk
meneliti lebih lanjut mengenai peran stakeholders
dalam proses pemberdayaan UMKM melalui program
PUSYAR. Pemilihan topik peran stakeholders
berdasarkan  pada argumentasi bahwa dalam
menghadapi masalah sosial yang salah satu diantara
adalah kemiskinan, diperlukan perhatian, komitmen
dan aksi bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat,
akademisi, cendekiawan, para ahli, kaum professional,
Lembaga Swadaya Masyarakat, sektor swasta/privat,
para relawan maupun kelompok masyarakat lainnya.
Masalah kemiskinan seharusnya dapat ditangani secara
serius dan komprehensif. Penanganan kemiskinan
seharusnya menjadi prioritas karena banyak masalah




sosial yang terjadi akibat dari kemiskinan. Dalam
program PUSYAR, pemerintah Kota Mojokerto
berkolaborasi bersama dengan empat lembaga dalam
mengimplementasikan program tersebut, yang meliputi
: Badan Amil dan Zakat Nasional, Bank Perkreditan
Rakyat Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Mojokerto.

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan
masalah dari penelitan ini adalah untuk menjawab
pertanyaan mengenai bagaimana proses pemberdayaan
UMKM alas kaki unggulan melalui Program PUSYAR
dan bagaimana peran stakeholders dalam proses
pemberdayaan tersebut.

Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui
proses pemberdayaan dan peran stakeholders dalam
proses pemberdayaan UMKM alas kaki di Kota
Mojokerto melalui program PUSYAR.

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah,
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah vyaitu
untuk mengetahui proses pemberdayaan dan peran
stakeholders proses pemberdayaan UMKM alas kaki
unggulan di Kota Mojokerto melalui Program
PUSYAR.  Penelitian  ini  juga  merupakan
pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Diharapkan dari penelitian ini dapat
memberikan gambaran, wawasan, maupun
pengetahuan tentang peran stakeholders dalam proses
pemberdayaan UMKM. Kajian mengenai peran
stakeholders biasanya hanya terdapat dalam organisasi
privat, berkaitan dengan manajemen proyek namun
penelitian ini menambah kajian baru yakni pembahasan
mengenai peran stakeholders pada sektor publik.
Sedangkan manfaat praktis adalah melalui temuan
yang didapat selama penelitian, diharapkan dapat
memberikan usulan, kritik dan saran yang bermanfaat
bagi para stakeholders yang terlibat dalam program
community empowerment untuk lebih memperhatikan
dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi
secara maksimal.

Pemberdayaan

Merriam Webster dan Oxford English
Dictionary mengandung dua pengertian, yakni: to give
power authority to, dan juga to give ability for enable.
Dalam  pengertian pertama diartikan  sebagai
memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau
mendelegasikan otaritas ke pihak lain. Sedang dalam
pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk
memberikan kemampuan keberdayaan.

Istilah mengenai pemberdayaan memiliki
makna yang berbeda-beda. Hal tersebut tergantung
pada objek pemberdayaan serta subjek yang
diberdayakan. Cecilia (2009) mengidentifikasi definisi
pemberdayaan dari berbagai sudut pandang, yakni:

1. Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk
memastikan bahwa orang vyang diberdayakan
memiliki keterampilan yang tepat, kemampuan,

sumber daya, akses ke pendapatan dan penghidupan
yang aman serta berkelanjutan.

2. Pemberdayaan Manusia dan Sosial
Pemberdayaan sebagai proses sosial multidimensi
bertujuan membantu orang untuk mendapatkan
kontrol atas  kehidupan  mereka  sendiri.
Pemberdayaan adalah proses yang menumbuhkan
daya kemampuan yang dapat digunakan dalam
kehidupan mereka sendiri, dan mampu bertindak
mengatasi masalah yang penting.

3. Pemberdayaan Politik
Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan
kemampuan sekelompok orang dalam menganalisa,
mengaturkan memobilisasi. Pemberdayaan politik
menyebabkan aksi kolektif yang diperlukan untuk
perubahan kolektif. Pemberdayaan politik sering
berkaitan dengan pendekatan berbasis hak untuk
pemberdayaan dan memberdayakan warga untuk
menuntut hak-hak mereka (Piron Dan Watkins,
2004).

4. Pemberdayaan Budaya
Pemberdayaan budaya merupakan pendefinisian
kembali aturan, norma untuk melestarikan praktek-
praktek budaya yang telah dilakukan (Stromquist,
1993). Pemberdayaan budaya bertujuan
memperjuangkan  hak-hak  minoritas  dengan
menggunakan budaya sebagai titik awal masuk ke
dalam subjek yang diberdayakan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan
tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa
pemberdayaan secara umum merupakan salah satu
upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari masalah
kemiskinan. Konsep pemberdayaan merupakan suatu
pendekatan yang menginginkan adanya kemandirian
dan kekuatan dalam aspek sosial dan ekonomi di dalam
masyarakat dalam rangka mengeluarkan masyarakat
dari jurang kemiskinan. Dengan adanya kemandirian
dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, masyarakat
diharapkan dapat secara mandiri berusaha untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimal berserta hak-hak
dasar mereka.

Proses Pemberdayaan

A. Ginanjar Kartasasmita (1996

1. Enabling. Hal ini didasarkan pada pemikiran
bahwa setiap manusia memiliki potensi masing-
masing yang dapat dikembangkan. Oleh
karenanya, pemberdayaan merupakan suatu
upaya untuk memotivasi dan membangkitkan
kesadaran akan potensi yang dimiliki seseorang
serta  berupaya  beragam  cara  untuk
mengembangkannya.

2. Empowering. Tindakan ini merupakan suatu
tindakan lanjutan setelah adanya penciptakan
iklim dan suasana untuk berkembang. Strategi ini
dilakukan dengan adanya penyediaan berbagai
masukan (input) dan pembukaan akses berbagai
peluang  (opportunities) yang  membuat
masyarakat menjadi berdaya.




. Protecting. Dalam proses pemberdayaan,
diharuskan adanya upaya pencegahan yang
lemah menjadi bertambah lemah karena kurang
berdaya menghadapi yang kuat. Oleh karenanya,
dalam konsep pemberdayaan, perlindungan dan
pemihakan kepada yang lemah amat mendasar
sifatnya. Dalam hal ini, adanya pengaturan
perundangan yang jelas dan tegas dapat
melindungi golongan yang lemah diperlukan.

: Edi Suharto (2005)

. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim
yang  memungkinkan  potensi  masyarakat
berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus
mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat
kultural dan struktural yang menghambat.

. Penguatan,  memperkuat  pengetahuan  dan
kemampuan vyang dimiliki masyarakat dalam
memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu
menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan
kepercayaan diri masyarakat yang menunjang
kemandirian mereka.

. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama
kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas
oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak
sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah
terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan
kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan
dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

. Penyokongan, memberi bimbingan dan dukungan
agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan
tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus
mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh
ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah
dan terpinggirkan.

. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif
agar tetap terjadi keseimbangan  distribusi
kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin
keselarasan dan keseimbangan yang
memungkinkan ~ setiap orang  memperoleh
kesempatan berusaha.

. Randy Wrihatnolo & Riant Dwidjowijoto (2007)
. Penyadaran. Dalam tahap ini, target sasaran
adalah masyarakat yang kurang mampu yang
harus diberikan pemahaman bahwa mereka
mempunyai hak untuk menjadi berada atau
mampu. Disamping itu juga mereka harus
dimotivasi bahwa mereka mempunyai
kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya.
Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan
hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

. Pengakasitasan. Tahap ini bertujuan untuk
memampukan masyarakat yang kurang mampu
sehingga mereka memiliki keterampilan untuk

mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana
tahap ini dilakukan dengan cara memberikan
pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan
sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan
life skill dari masyarakat tersebut.

3. Pendayaan. Dalam tahap ini masyarakat diberikan
peluang yang disesuaikan dengan kemampuan
yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan
berkelanjutan yang ditempuh dengan
memberikan peran yang lebih besar secara
bertahap, sesuai dengan kapasitas dan
kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan
dituntun untuk melakukan self evaluation
terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas
pilihan tersebut.

Peran Stakeholders

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) diartikan sebagai seperangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di
masyarakat. Dalam rujukan lain, makna peran turut
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Olehnya, peran
diartikan sebagai sebuah aspek dinamis dari suatu
kedudukan atau status di dalam masyarakat. Jika suatu
individu memenuhi hak serta kewajiban yang sesuai
dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dia bisa
disebut menjalankan peranannya.

Stakeholder atau dalam Bahasa Indonesia
diartikan sebagai pemangku kepentingan memiliki
definisi yang beragam. Dari aspek semantik, menurut
Hornby (1995) stakeholder didefinisikan sebagai
perorangan, organisasi, dan sejenisnya yang memiliki
peran dalam bisnis industri. Sedangkan dalam
implementasi program pembangunan, Race dan Millar
(2006) mengemukakan bahwa stakeholder digunakan
untuk mewakili definisi mengenai komunitas atau
organisasi yang secara permanen menerima dampak
dari aktivitas atau kebijakan, di mana mereka
berkepentingan terhadap hasil aktivitas atau kebijakan
tersebut.

Pendapat mengenai definisi stakeholder juga
turut disampaikan oleh Gonsalves et al. (2005) yang
mendeskripsikan stakeholde ratas siapa yang memberi
dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan,
program dan aktivitas pembangunan. Mereka yang
dimaksudkan bisa laki-laki, perempuan, komunitas,
kelompok sosial ekonomi maupun lembaga dalam
berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan
masyarakat.Dari pengertian peran menurut beberapa
sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran
merupakan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh
individu maupun lembaga berdasarkan kedudukannya
masing-masing, sehingga tercapai tujuan yang
diinginkan. Peran yang dimaksud dalam konteks
penelitian ini berkaitan dengan interaksi dan koordinasi
antar stakeholder dalam melaksanakan proyek
pemberdayaan UMKM melalui program PUSYAR.




A. Departemen Sosial (2005)
Dijelaskan oleh Departemen Sosial bahwa

terdapat peran-peranstakeholder yang terlibat dalam
pemberdayaan antara lain sebagai:

1. Fasilitator. Stakeholder dituntut untuk mampu
mengantarkan sasaran pemberdayaan ke pola
perilaku positif sejalan dengan tuntutan
kehidupan  maju, dengan  memberikan
pelayanan teknis material dan intelektual.

2. Motivator. Stakeholder melakukan berbagai
upaya untuk membangkitkan niat, semangat
berusaha dan mengatasi masalah yang
dihadapi serta memberi dorongan semangat
kepada sasaran pemberdayaan sehingga
mereka sadar dan mampu mengenali masalah
dan kekuatan yang dimilikinya.

3. Penghubung  (koordinator).  Stakeholder
diharapkan mampu menghubungkan dengan
sumber-sumber strategis yang terkait.

2. Stabilisator. Stakeholder diharapkan mampu
mewujudkan perubahan yang tidak berubah
menjadi suatu gejolak sosial. Peran tersebut
dapat terwujud dengan: kemampuan selektif
yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan
tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan
yang persuasif dan pendekatan yang bertahap
namun berkesinambungan.

3. Evaluator. Stakeholder memberikan penilaian,
saran dan masukan sasaran pemberdayaan
tentang pilihan yang sesuai dengan kebutuhan
mereka dan penilaian terhadap keseluruhan
program guna meningkatkan kualitas program
pendampingan.

4. Advokator.Stakeholder bertugas membantu
masyarakat sasaran pemberdayaan untuk
memperjuangkan kepentingan, hak dan
tanggungjawab sosialnya kepada pihak lain.

5. Inovator. Stakeholder adalah innovator yaitu
pembaharu, perintis/pioneer, atau orang yang
paling cepat membuka diri dan menerima
inovasi bahkan menjadi pencari inovasi.

6. Pembimbing. Stakeholder berperan sebagai

perencana dan memberi
informasi yang sangat dibutuhkan untuk
memecahkan berbagai permasalahan
binaannya dan untuk mengembangkan
usahanya.

B. Gede Diva (2009)

1. Stakeholder sebagai fasilitator. Dalam konteks
pengembangan UMKM, stakeholder selaku
fasilitator  harus  menyediakan  berbagai
fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM
agar dapat mencapai target yang dituju. Misal
ketika UMKM kesulitan dalam hal modal,
fasilitator harus membantu mencari jalan
keluar guna mendapat modal yang
dibutuhkan, namun harus selalu diperhatikan
mekanismenya, jangansampai  penyediaan

fasilitas ini justru membuat UMKM tersebut
malah menjadi tergantung terhadap bantuan
dari stakeholder. Fasilitas yang dapat
disediakan stakeholder ini pertama dapat
berupa pemberian bantuan dan atau dapat juga
yang berupa subsidi barang maupun jasa,
kedua bisa dalam bentuk keistimewaan entah
itu melalui pengecualian maupun keringanan.
Ketiga, vyaitu melalui kebijakan yang
ditetapkan.

2. Stakeholder sebagai regulator. Sebagai
regulator, peran utama stakeholder adalah
membuat kebijakan kebijakan yang nantinya
dapat berdampak pada kemudahan unit
UMKM dalam hal mengembangkan sektor
usahanya. Stakeholder harus menciptakan
lingkungan usaha yang kondusif, serta
menjaga kestabilannya.

3. Stakeholder sebagai Kkatalisator. Katalisator
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti sesuatu yang menyebabkan terjadinya
perubahan dan menimbulkan kejadian baru
atau mempercepat proses suatu persitiwa.
Sejalan dengan arti tersebut, stakeholder
sebagai katalisator juga berperan sebagai
pihak stimulan untuk mempercepat proses
perkembangan dari UMKM. Dengan bantuan
dari stakeholder yang berperan sebagai
katalisator, UMKM dapat berkembang dan
berubah menjadi Usaha Besar.

Praktik Pemberdayaan Ekonomi
Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan
berbagai konsep mengenai pemberdayaan masayarakat.

Maka, kini akan dijelaskan pula bagaimana konsep-

konsep tersebut dipraktikkan menurut Mardi (2000):

1. Bantuan modal. Salah satu aspek permasalahan
yang dihadapi masyarakat pelaku usaha adalah
permodalan. Yang perlu dicermati dalam usaha
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi
melalui aspek permodalan ini adalah: bagaimana
pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan
ketergantungan masyarakat, bagaimana
pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui
penciptaan sistem yang kondusif baru usaha
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk
mendapatkan akses di lembaga keuangan,
bagaimana skema penggunaan atau Kkebijakan
pengalokasian modal ini tidak terjebak pada
perekonomian subsisten. Tiga hal ini penting
untuk dipecahkan bersama.

2. Bantuan pembangunan  prasarana.  Usaha
mendorong  produktivitas dan  mendorong
tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti
penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya
tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual
tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh
sebab, itu komponen penting dalam usaha
pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi




adalah pembangunan prasarana produksi dan
pemasaran.

3. Bantuan pendampingan. Pendampingan
masyarakat pelaku usaha perlu dan penting.
Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi
proses belajar atau refleksi dan menjadi
mediatoruntuk penguatan kemitraan baik antara
usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha
menengah dengan usaha besar. Yang perlu
dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang
paling efektif menjadi pendamping masyarakat.

4. Penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan
yang dimaksud adalah dalam hal kemitraan antar
skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan
pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan
ini penting untuk ditangani dalam rangka
pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan kemitraan usaha. Penguatan ekonomi
rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam
ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha
besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena
pemberdayaan memang bukan menegasikan yang
lain, tetapi give power to everybody.
Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi
adalah penguatan bersama, dimana yang besar
hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan
menengah, dan yang kecil akan berkembang
kalau ada yang besar dan menengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif sedangkan tipe
penelitiannya adalah deskriptif. Lokasi penelitian
ditentukan dengan cara purposive yaitu di Kota
Mojokerto. Informan yang dipilih berjumlah 14 orang
yang terdiri dari 6 informan kunci dan 8 informan
tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik
analisis data menggunakan reduksi, penyajian dan
penarikan kesimpulan sedangkan uji keabsahan data
menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN

A. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki makna
membangkitkan sumber daya, kesempatan,
pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk
meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa
depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003:43).
Konteks pemberdayaan sebenarnya ada pada
tujuannya, yakni membentuk individu dan masyarakat
yang mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka
ada tahapan proses yang harus dilalui dalam
pemberdayaan. Sebab, pemberdayaan juga dimaknai
sebagai suatu proses bertahap yang harus dilakukan
dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya
sehingga masyarakat mampu mandiri  (Winarni,
1998:76).

Dalam pemberdayaan UMKM  melalui
program PUSYAR juga terdapat beberapa proses
sehingga diharapkan dari proses tersebut mampu
menjadikan masyarakat pelaku UMKM lebih mandiri.

1. Tahap Pemungkinan

Dari hasil penelitian didapatakan temuan
bahwa pada tahap pemungkinan terdapat 2 kegiatan,
yakni perencanaan program serta sosialisasi program.
Kedua hal tersebut memegang peranan penting dalam
proses pemberdayaan. Pentingnya perumusan program
pemberdayaan ini sesuai dengan pendapat Kauffman
dalam Sutomo (2010:12) yang mengatakan bahwa
perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau
sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan
serta sumber yang untuk mencapai tujuan seefektif
dan seefisien mungkin. Lebih lanjut, Sutomo
(2010:12) turut menjelaskan bahwa perencanaan
adalah tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa
dan bilamana suatu kegiatan dilakukan. Rencana
adalah pemikiran atau gagasan mengenai tindakan
yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Dalam
kegiatan perencanaan, Mujiman (2011:64)
memberikan penjelasan bahwa kegiatan perencanaan
tersebut meliputi: (1) menetapkan pengelola dan staf
pembantu, (2) menetapkan tujuan, (3) menetapkan
bahan pembelajaran, (4) menetapkan metode-metode
yang akan digunakan, (5) menetapkan alat bantu
pembelajaran, (6) menetapkan cara evaluasi, (7)
menetapkan tempat dan waktu, (8) menetapkan
instruktur, (9) menyusun rencana kegiatan dan jadwal
kegiatan, (10) menghitung anggaran yang dibutuhkan.
Hal tersebut telah diterapakan dalam proses
perencanaan program PUSYAR.

Sosialisasi program juga penting, sebab
sosialisasi berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat
dalam program pemberdayaan yang telah dibuat.
Menurut Fahrudin (2012:48) proses pemberdayaan
akan mendorong (encourage), memotivasi dan
membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi
yang dimilikinya serta berupaya untuk
mengembangkannya. Sehingga untuk mewujudkan hal
tersebut, diperlukan sosialisasi program.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa proses pemungkinan dalam penyelengaraan
program PUSYAR terdapat 2 hal inti, yang pertama
ialah perumusan program pemberdayaan ekonomi serta
sosialisasi program.

2. Tahap Penguatan

Tahap penguatan bertujuan untuk memberikan
penguatan dan pembenahan kepada masyarakat sasaran
pemberdayaan, baik dari pemberian fasilitas
permodalan usaha, sarana prasarana  maupun
pengetahuan. Pada intinya, pemberdayaan berarti
menyiapkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan
dan keahlian untuk masyarakat sehingga mereka dapat
meningkatkan  kapasitas  dirinya. Dan  dalam
pemberdayaan melalui program PUSYAR, sumber
daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian telah




dipenuhi  melalui  kegiatan penyediaan modal,
pendidikan dan pelatihan dalam bentuk seminar
maupun workshop, bantuan sarana dan prasarana yang
menunjang proses produksi, dan juga penguatan
kemitraan.

Hanya saja, kegiatan-kegiatan tersebut belum
meyentuh semua masyarakat. Hanya beberapa
masyarakat yang dilibatkan, sehingga kegiatan tersebut
belum dampaknya yang diberikan kepada masyarakat
belum merata. Terlebih partisipasi masyarakat dalam
kegiatan pemberdayaan juga masih rendah.

3. Tahap Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud dalam proses
pemberdayaan ini ialah pemberdayaan harus diarahkan
kepada penghapusan segala bentuk diskriminasi yang
tidak menguntungkan rakyat kecil. Mengutip pendapat
dari Kartasasmita (1996:159) lebih lanjut ia
menjelaskan bahwa dalam proses pemberdayaan,
diharuskan adanya upaya pencegahan yang lemah
menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya
menghadapi yang kuat. Oleh karenanya, dalam konsep
pemberdayaan, perlindungan dan pemihakan kepada
yang lemah amat mendasar sifatnya. Dalam hal ini,
adanya pengaturan perundangan yang jelas dan tegas
dapat melindungi golongan yang lemah sangat
diperlukan. Hal lain yang perlu diperhatikan pula ialah
perlindungan dari ancaman pihak-pihak eksternal yang
membuat masyarakat menjadi lemah. Hanya saja masih
belum terdapat upaya dari stakeholder untuk
melakukan perlindungan terhadap ancaman pihak
eksternal.

4. Tahap Penyokongan

Penyokongan merupakan tahap keempat
dalam proses pemberdayaan. Berdasarkan pemaparan
Suharto (2010), ia menjelaskan bahwa pemberdayaan
harus mampu menyokong masyarakat agar tidak
terjatuh kembali ke dalam keadaan dan posisi yang
semakin lemah dan terpinggirkan. Lebih dalam,
penyokongan diartikan sebagai langkah untuk
memberikan bimbingan, pendampingan serta dukungan
sehingga masyarakat yang telah diberdayakan menjadi
lebih stabil dan menjaga agar tidak kembali terjatuh
lagi ke dalam posisi yang lemah seperti saat sebelum
diberdayakan.

Di lain sisi, penyokongan merupakan fungsi
yang mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat
praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan
positif pada masyarakat, stakeholder dituntut agar tidak
hanya mampu menjadi agen perubahan yang
mengorganisasi kelompok. Melainkan mampu juga
untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan berbagi
keterampilan dasar seperti, melakukan analisa sosial,
mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi,
berorganisasi, berkomunikasi dan mencari sumber
dana.

Dalam program PUSYAR, penyokongan
diwujdukan melalui kebijakan akses permodalan,
pembentukan kelompok dan komunitas usaha, studi

informasi, pembentukan sentra UMKM dan dukungan
pendampingan.

5. Tahap Pemeliharaan

Tahap akhir dari proses pemberdayaan ialah
pemeliharaan. Suharto (2010) memaknai pemeliharaan
sebagai proses yang menjamin keselarasan dan
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang
memperoleh kesempatan berusaha. Sedangkan Kubi
(2005:846) mengartikan pemeliharaan sebagai proses,
cara, pembuatan memelihara-(kan), penjagaan, dan
perawatan (Kubi, 2005:846). Pemeliharaan ini
dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
pemberdayaan masyarakat yang sudah ada di dalam
masyarakat seperti kapasitas masyarakat dan kapasitas
kelembagaan.

Pemeliharaan program pemberdayaan UMKM
diwujudkan melalui diupayakannya program PUSYAR
agar menjadi program yang berkelanjutan, membuat
gedung workshop sebagai sentra pemberdayaan
terpadu, dan penyelenggaraan kegiatan monitoring dan
evaluasi.

B. Peran Stakeholders

Sedarmayanti  (2009:280) mengungkapkan
bahwa unsur-unsur kepemerintahan (governance
stakeholder) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori
antara lain negara, sektor privat/swasta, dan
masyarakat. Hal tersebut mengartikan bahwa dalam
governance terdapat interaksi dari Kketiga aktor
tersebut yang tidak saling mendominasi satu sama
lain. Begitupun  dalam  penerapan  proses
pemberdayaan. Penerapan proses pemberdayaan tidak
dapat terlepas dari peran agen pemberdayaan atau
stakeholder terkait seperti yang dinyatakan oleh
Suhendra  (2006) yang menyatakan  bahwa
pemberdayaan adalah  suatu  kegiatan  yang
berkesinambungan,  dinamis,  secara  sinergis
mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat
yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan
memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang
majemuk , penuh kesinambungan kewajiban dan hak,
saling menghormati tanpa ada yang asing dalam
komunitasnya.

Dalam program PUSYAR, terdapat empat
stakeholder vyang terlibat yaitu, Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan, Badan Amil dan Zakat,
Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Masyarakat
Ekonomi Syariah Kota Mojokerto. Keterlibatan empat
stakeholder tersebut tidak dapat terlepas dari
pandangan bahwa dalam menghadapi masalah sosial
yang salah satu diantara adalah kemiskinan, diperlukan
perhatian, komitmen dan aksi bersama, baik oleh
pemerintah, masyarakat, akademisi, cendekiawan, para
ahli, kaum profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat,
sektor swasta/privat, para relawan maupun kelompok
masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat
Suharto  (2005:93) yang menyatakan  bahwa




pendamping sosial merupakan strategi yang sangat
menentukan keberhasilan program pemberdayaan
masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip
pekerjaan sosial yakni, membantu orang-orang agar
mampu membantu dirinya sendiri.

Kesimpulannya, hasil dari proses
pemberdayaan yang melibatkan empat stakeholder
memunculkan 7 peran stakeholder yakni sebagai
innovator, regulator,  coordinator, fasilitator,
stabilisator, motivator dan evaluator. Lebih lanjut akan
dijelaskan pada bagian berikutnya.

1. Peran dalam Pemungkinan

Pemungkinan dalam pandangan Suharto
(2010) merupakan suatu tahap dari proses
pemberdayaan, dimana pada tahap pemungkinan ini,
agen pemberdayaan yang meliputi pemerintah,
organisasi, lembaga privat, serta masyarakat itu sendiri
menciptakan suasana atau iklim yang menungkinkan
potensi masyarakat berkembang secata optimal, serta
mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat
struktural dan kultural. Dalam proses pemungkinan
tersebut, terdapat kondisi dimana stakeholder membuat
perencanaan program pemberdayaan. Perencanaan
tersebut mulai dari identifikasi masalah yang akan
dipecahkan melalui proses pemberdayaan, kemudian
penyusunan teknis pelaksanaan program, pembuatan
dasar regulasinya, serta pengkajian solusi preventif
agar pemberdayaan berjalan dengan maksimal. Dalam
proses pemungkinan juga mencakup proses sosialisasi
kepada masyarakat berkenaan dengan program
pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan di lapangan, pada tahap pemungkinan ini
stakeholder yang terlibat dalam program PUSYAR
secara keseluruhan turut berperan. Adapun BAZNAS
dalam proses pemungkinan ini berperan sebagai
inovator program, sebab yang memiliki ide untuk
membuat program PUSYAR ialah datang dari ketua
BAZNAS. Lembaga BAZNAS juga bertindak sebagai
koordinator  antar  stakeholder  sebab  untuk
penyelenggaraan PUSYAR sendiri tergantung dari
pihak BAZNAS. BAZNAS juga sebagai regulator
karena dalam perumusan dasar hukum program
PUSYAR dilakukan oleh BAZNAS dibantu oleh
stakeholder lain. Yang terakhir, BAZNAS memiliki
peran dalam mensosialisasikan program PUSYAR
kepada masyarakat.

Stakeholder lain, yakni MES dalam proses
pemungkinan bertindak sebagai inovator dan regulator
sehingga program PUSYAR dapat diimplementasikan
dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa MES
bertindak juga dalam hal penyusunan program. Begitu
pula dengan BPRS yang juga turut berperan dalam
penyusunan program. Peran BPRS ialah membuat
sistem peminjaman modal yang bankable sehingga
nantinya program PUSYAR berjalan dengan lebih
optimal. Selain itu BPRS juga turut menjadi pihak
yang berperan dalam sosialisasi program PUSYAR.

Sedangkan Diskoperindag menjadi pihak yang
berperan sebagai stabilisator dalam penyelenggaraan
program PUSYAR. Maksudnya, Diskoperindag
bertindak untuk  menyeleksi dan memberikan
rekomendasi berkaitan dengan pihak-pihak yang layak
untuk mendapat bantuan program PUSYAR.
Diskoperindag berperan sebagai lembaga filter agar
kredit macet dapat diminimalisir. Diskoperindag juga
berperan dalam pembuatan regulasi yaitu dokumen
nota kesepakatan.

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa proses pemungkinan dalam penyelengaraan
program PUSYAR terdapat 5 peran yang muncul yakni
stakeholder sebagai innovator, koordinator, regulator,
fasilitator dan stabilisator.

2. Peran dalam Penguatan

Tahap kedua dalam proses pemberdayaan
ialah penguatan. Menurut Suharto (2010) dalam tahap
penguatan agen pemberdayaan berperan untuk
memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang
dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya serta
menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan
diri masyarakat untuk menunjang kemandirian mereka.

Dalam penelitian ini, terdapat temuan bahwa
BAZNAS, dalam proses penguatan berperan sebagai
fasilitator. Bentuk peran BAZNAS sebagai fasilitator
tersebut diwujudkan dalam hal penyediaan pinjaman
modal usaha. BAZNAS bekerjasama dengan BPRS.
MES menyediakan dana pinjaman modal, sedangkan
BAZNAS menanggung biaya margin, adiministrasi
serta asuransinya.

MES juga berperan sebagai fasilitator.
Bentuknya yakni MES memiliki andil dalam proses
pembinaan, pendampingan, dan pengawasan peserta
PUSYAR. Begitupun Diskoperindag, yang sebenarnya
dalam MoU tidak tertulis mengenai perannya berkaitan
dengan proses penguatan.

Namun, Diskoperindag memanfaatkan data
peserta program PUSYAR untuk diberdayakan.
Diskoperindag dalam hal penguatan memberikan
fasilitas bantuan sarana prasarana berupa mesin
produksi. Selain itu Diskoperindag juga menjalin mitra
dengan pihak eksternal untuk memberikan pembekalan
kepada pengusaha alas kaki mengenai tata acara
produksi yang modern serta cara pemasaran.
Diskoperindag turut pula menjembatani antara pelaku
usaha alas kaki dengan mitra yang memiliki potensi
sebagai buyer maupun supplier.

Dalam proses penguatan ini, satu-satunya
stakeholder yang perannya tidak muncul ialah MES.
Satu-satunya peran yang nampak ialah MES hanya
sebatas memberikan motivasi kepada nasabah
PUSYAR agar memanfaatkan dana pinjaman dengan
sebaik-baiknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam
proses  penguatan  peran  stakeholder  saling
berkesinambungan. BAZNAS  bertindak  untuk
menfasilitasi pinjaman permodalan, sedangkan MES
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dan Diskoperindag memiliki  kontribusi  dalam
pembekalan masyarakat baik melalui pengetahuan
maupun penyediaan bantuan sarana dan prasarana.
Peran stakeholder dalam penguatan yang muncul ialah
2 peran yaitu sebagai fasilitator, dan motivator.

3. Peran dalam Perlindungan

Ahli  lain  yakni Suharto (2010) turut
memberikan  kontribusinya ~ dalam  memaknai
perlindungan dalam proses pemberdayaan. Dalam
bukunya, dijelaskan bahwa makna perlindungan ialah
melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok
lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,
menghindari  terjadinya persaingan yang tidak
seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan
lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok
kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus
diarahkan  kepada penghapusan  segala jenis
diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan
rakyat kecil.

Dalam proses perlindungan, BAZNAS
beperan untuk memberikan pertanggungan terhadap
premi asuransi bagi peserta PUSYAR. BAZNAS
membiaya penuh seluruh biaya asuransi untuk nasabah.
Asuransi  tersebut dikhususkan bagi nasabah yang
meninggal dunia, sehingga jika ada nasabah program
PUSYAR vyang meninggal dunia, maka pinjaman
permodalan dianggap lunas. Peran BAZNAS ini
berkaitan erat dengan peran BPRS. Dalam proses
perlindungan, peran BPRS ialah menyediakan asuransi
jiwa kredit, serta membantu proses klaim asuransi
apabila diperlukan. Sedangkan BAZNAS vyang
menanggung keseluruhan biaya premi asuransi yang
timbul.

Dalam pembuatan regulasi untuk
perlindungan  UMKM, vyang berperan ialah
Diskoperindag. Peran Diskoperindag ialah bekerjasama
dengan Kementerian Perindustrian dalam menerbitkan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-
IND/PER/10/2014 tentang Peta Panduan
Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kota
Mojokerto. Selain itu Diskoperindag juga memberikan
fasilitasi berupa bantuan registrasi merk dagang, serta
bantuan pengajuan sertifikasi baik 1ISO maupun SNI.

Pada proses perlindungan ini, peran MES
belum terlihat signifikan. MES memang sebatas
lembaga non governmental organization (NGO) yang
tidak memiliki kapasitas dalam pengeluaran regulasi
untuk melindungi pelaku UMKM. Namun, MES telah
berkomitmen untuk membantu proses perlindungan
UMKM. Wujudnya ialah, MES melalukan pengkajian
dan pendalaman untuk menemukan solusi yang tepat
dalam perlindungan terhadap pengusaha terkait
permasalahan giro dan bilyet yang seringkali
merugikan pengusaha alas kaki di Kota Mojokerto,

Sehingga dari hasil penelitian di lapangan,
dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk
dari perlindungan yang diberikan stakeholder kepada
masyarakat penerima program PUSYAR khususnya
pemilik usaha alas kaki. Bentuk perlindungan tersebut

ialah dengan perlindungan  melalui  asuransi,
perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak dan
kekayaan intelektual serta perlindungan dari berbagai
hal dimana dalam penelitian ini yang muncul ialah
perlindungan kepada pengusaha atas pembayaran
transaksi yang cenderung merugikan mereka terutama
terkait dengan pembayaran memakai cek atau bilyet
giro. Dalam tahap perlindungan ini, peran stakeholder
yang muncul ialah 2 peran yakni sebagai fasilitator dan
regulator.

4. Peran dalam Penyokongan

Penyokongan  merupakan  fungsi  yang
mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat
praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan
positif pada masyarakat, stakeholder dituntut agar tidak
hanya mampu menjadi agen perubahan yang
mengorganisasi kelompok. Melainkan mampu juga
untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan berbagi
keterampilan dasar seperti, melakukan analisa sosial,
mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi,
berorganisasi, berkomunikasi dan mencari sumber
dana.

Dalam proses penyokongan, BAZNAS
berperan untuk membuat kebijakan kepada peserta
PUSYAR yakni diperbolehkan untuk mengajukan diri
sebagai penerima program PUSYAR lebih dari satu
kali, ini merupakan wujud dari komitmen BAZNAS
dalam mensejahterakan ekonomi umat. Diharapkan
dari kebijakan tersebut, juga berpengaruh terhadap
kondisi keuangan usaha para pelaku UMKM alas kaki,
sehingga menjadi lebih baik dan menguat.

Sedangkan MES, bentuk penyokongan yang
dilakukan  dalam proses pemberdayaan ialah
memberikan ilmu tentang manajemen finansial,
memberikan pendampingan dan pelatihan mengenai
cara menjaga dan mempertahan produk alas kaki
sehingga pelanggan melakukan repeat order. MES
juga selalu menekankan kepada pelaku usaha, agar
melakukan persaingan yang sehat dengan menghindari
persaingan perang harga. Karena justru dengan perang
harga akan mematikan usaha itu sendiri.

Pihak BPRS juga berkomitmen dalam proses
penyokongan. Bentuk kontribusinya ialah memberikan
kesempatan dan penawaran kepada nasabah dari
program PUSYAR untuk mengakses permodalan
dengan plafon yang lebih besar apabila pengusaha
membutuhkannya. Sehingga diharapkan usahanya akan
berkembang lebih besar.

Stakeholder lain, yakni  Diskoperindag
melakukan proses penyokongan yang diwujudkan
melalui pembentukan dan pembinaan kelompok usaha
bersama alas kaki agar terjalin komunikasi yang baik
antara pemerintah yang diwakili Diskoperindag dengan
pelaku usaha alas kaki. Upaya penyokongan lainnya,
diwujudkan melalui kegiatan studi informasi ke sentra
UMKM alas kaki yang dianggap potensial dan maju,
sehingga pengetahuan pengusaha alas kaki di Kota
Mojokerto bertambah. Harapannya ialah nantinya,
akan muncul inovasi terbaru berkaitan dengan produk
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alas kaki, sehingga UMKM alas kaki akan mampu
bertahan dan menjadi usaha yang berkelanjutan.
Komitmen  Diskoperindag dalam  penyokongan
terwujud pula dalam hal pembentukan beberapa
wilayah sentra kampung alas kaki di Kota Mojokerto.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan
bahwa bentuk dari penyokongan stakeholder terhadap
UMKM alas kaki tersebut terlihat dalam beberapa
kegiatan seperti membina kelompok usaha bersama,
serta melibatkan pelaku UMKM untuk studi banding
ke daerah lain serta membentuk sentra UMKM khusus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam
penyokongan ini, peran stakeholder yang muncul ialah
sebagai regulator dan fasilitator.

5. Peran dalam Pemeliharaan

Sebagai tahap  akhir  dari proses
pemberdayaan,  pemeliharaan  bertujuan  untuk
memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai
kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus
mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang
memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan
berusaha.

BAZNAS dalam proses pemeliharaan
memiliki peran untuk menjaga keberlangsungan
program PUSYAR. BAZNAS berkomitmen untuk
menjaga keberlanjutan program PUSYAR sebab
program tersebut merupakan program yang bagus serta
mampu membantu perekonomian masyarakat menjadi
lebih baik. Terlebih, program ini telah ditetapkan
sebagai pilot project oleh Gubernur Jawa Timur serta
akan diadaptasi pula oleh negara-negara lain, terutama
negara islam. BAZNAS sebagai lembaga yang
memiliki proram PUSYAR juga bertindak sebagai
koordinator dalam  menyelenggarakan  kegiatan
evaluasi bersama dengan stakeholder lainnya.

Sedangkan MES, dalam proses pemeliharaan
menjalankan tugasnya untuk mendampingi para pelaku
UMKM hingga mereka mandiri. Pendampingan
tersebut terwujud dalam banyak hal antara lain, strategi
untuk merespon permintaan pasar yang tinggi dengan
cara peningkatan kapasitas produksi, konsultasi
suntikan modal. MES membantu analisis kebutuhan
modal vyang diperlukan pengusaha. MES juga
melakukan pengawasan, Yyakni pendampingan tapi
berjalan. Sehingga apabila pelaku UMKM punya
kendala, dapat segera terbantu dengan network yang
sudah dibangun dengan MES. MES biasanya juga
membuka layanan konsultasi, segala problem yang
dihadapi oleh pelaku UMKM dapat dikonsultasikan
dengan MES. Selain itu MES selalu terlibat dalam
kegiatan evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun.
Dalam evaluasi tersebut MES selalu menyampaikan
tentang kekurangan dan kendala yang terjadi dalam
penyelenggaraan program PUSYAR terutama terkait
dengan perannya sehingga ke depannya program
PUSYAR lebih baik lagi.

Peran BPRS dalam proses pemeliharaan ialah
dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terkait

dengan dampak program PUSYAR terhadap
keberlangsungan usaha nasabah. Monitoring dan
evaluasi dilakukan dengan cara mendatangi rumah
nasabah untuk melihat kondisi perkembangan usaha
mereka. BPRS juga selalu menghadiri kegiatan
evaluasi PUSYAR.

Upaya  Diskoperindag  dalam  proses
pemeliharaan terlihat dari keadaan dimana selama
berjalan program, Diskoperindag juga turut melakukan
monitoring melalui tim khusus yang dibentuk.
Diskoperindag selalu mengadakan evaluasi tahunan,
untuk mengukur kinerja program. Evaluasi tersbeut
juga berkaitan dengan melihat capaiannya bagaimana,
ketepatan sasaran, output dan outcome program serta
menilai apakah kinerja Diskoperindag sudah maksimal
atau masih perlu peningkatan. Diskoperindag juga
membangun gedung workshop alas kaki untuk
peningkatan kualitas SDM dan manajemen usaha
pelaku usaha alas kaki di sehingga dapat semakin baik,
dan usaha tersebut dapat berkembang tidak hanya di
skala lokal, namun juga regional, nasional dan bahkan
global.

Berdasarkan  penjelasan  tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dalam proses pemeliharaan,
seluruh stakeholder memiliki peran sebagai evaluator.
Hal ini disimpulkan dari keterangan yang diberikan
dari narasumber bahwa setiap stakeholder melakukan
evaluasi internal dan eksternal.  Evaluasi internal
tersebut diadakan di dalam tubuh organisasi itu sendiri
untuk melihat capaian, kendala, penghambat, dalam
peran mereka selama menyelenggarakan kegiatam
PUSYAR. Sedangkan evaluasi eksternal ialah
memenuhi undangan dari BAZNAS, yakni pertemuan
stakeholder untuk membahas evaluasi program
PUSYAR vyang berjalan satu tahun sebelumnya.
Menurut Paulson dalam Sudjana (2000:265), evaluasi
atau penilaian adalah proses pengujian berbagai obyek
atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-
ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan
keputusan-keputusan yang sesuai.

Wujud kegiatan proses pemeliharaan tidak
hanya terwujud dalam bentuk evaluasi, namun juga
berkaitan dengan menjaga agar program tersebut
menjadi program yang berkelanjutan, melakukan
fungsi monitoring sehingga menjamin keselarasan dan
keseimbangan program pemberdayaan yang telah
diselenggarakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam
tahap pemeliharaan terdapat 3 peran yang muncul yaitu
peran stakeholder sebagai regulator, fasilitator dan
evaluator.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
A. Proses Pemberdayaan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di
lapangan yang telah disajikan, dianalisis serta
diinterpretasikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa
secara umum dalam proses pemberdayaan secara
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keseluruhan telah berjalan. Tetapi dalam tahap

penguatan, perlindungan dan penyokongan masih

terdapat kekurangan dan masalah yang dihadapi dalam

melaksanakan ~ proses  pemberdayaan.  Berikut

merupakan kesimpulan pada masing-masing indikator

proses pemberdayaan:

1. Pemungkinan
Terdapat 2 kegiatan yaitu perencanaan program
dan sosialisasi yang secara keseluruhan kegiatan
tersebut berjalan sebab stakeholder yang terkait
mampu  bekerjasama dengan baik dalam
menjalankan tugasnya.

2. Penguatan
Kegiatan penyediaan modal, Pendidikan dan
pelatihan, penguatan kemitraan dan bantuan
sarana prasarana telah berjalan.  Seluruh
masyarakat pelaku UMKM unggulan alas kaki
telah menerima manfaat tersebut secara merata.
Namun, dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan
serta penguatan kemitraan terdapat masalah
karena belum menyentuh masyarakat secara
menyeluruh, selain itu juga keikutsertaan
masyarakat dalam kegiatan masih rendah.

3. Perlindungan
Upaya perlindungan telah berjalan. Hanya saja
untuk kegiatan perlindungan dari ancaman pihak
eksternal, belum mampu diatasi dan belum ada
kegiatan yang diadakan untuk mengatasi
permasalahan tersebut.

4. Penyokongan
Secara keseluruhan kegiatan penyokongan telah
berjalan. Kebijakan akses permodalan telah
terselenggara begitu pula dengan pembentukan
sentra UMKM yang membuat kunjungan wisata
belanja di kawasan tersebut menjadi meningkat.
Sedangkan pada kegiatan pembentukan kelompok
usaha dan kegiatan studi informasi serta
dukungan pendampingan juga berjalan.

5. Pemeliharaan
Secara keseluruhan berjalan. Keberlanjutan
program telah terbukti nyata karena program
PUSYAR masih terselenggara hingga sekarang.
Gedung workshop alas kaki juga telah
difungsikan dengan baik, sedangkan untuk
kegiatan monitoring dan evaluasi diadakan rutin
oleh stakeholder yang terlibat baik dalam internal
organisasi mereka, maupun evaluasi antar
stakeholder.

B. Peran Stakeholder
Sedangkan dalam peran stakeholder dapat
disimpulkan  bahwa seluruh stakeholder telah
menjalankan tugasnya dengan baik sesuai yang tertulis
dalam dokumen nota kesepakatan. Dari hasil penelitian
juga terdapat temuan bahwa peran stakeholder yang
muncul ada 7, yaitu stakeholder sebagai inovator,
regulator,  koordinator, fasilitator, stabilisator,
motivator dan evaluator. Berikut kesimpulan pada

masing-masing tahapannya:

1. Pemungkinan
Keseluruhan stakeholder memberikan
kontribusinya dalam penyusunan program. Serta
stakeholder yang berperan dalam proses
sosialisasi juga telah menjalankan perannya
dengan baik. Kesimpulannya secara keseluruhan
peran stakeholder dalam indikator pemungkinan
ini telah berjalan. Untuk peran yang muncul
dalam tahap pemungkinan ialah sebagai
innovator, regulator, koordinator, fasilitator dan
stabilisator.

2. Penguatan
Secara keseluruhan, stakeholder telah berusaha
menjalankan perannya sesuai dengan yang tertulis
dalam MoU. Sehingga peran stakeholder dalam
proses penguatan telah  berjalan.  Peran
stakeholder yang muncul dalam tahap penguatan
ini ialah sebagai fasilitator dan motivator.

3. Perlindungan
Peran stakeholder pada proses perlindungan
terdiri dari 2, yaitu peran sebagai regulator serta
peran sebagai fasilitator. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa peran stakeholder sebagai
regulator telah dijalankan dengan baik. Namun
dalam perannya sebagai fasilitator dalam
melakukan perlindungan terhadap ancaman dari
pihak luar belum dijalankan dengan baik.
Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam indikator
perlindungan ini, peran stakeholder kurang baik.

4.  Penyokongan

Dapat diketahui bahwa dalam tahap penyokongan
terdapat peran stakeholder sebagai fasilitator dan
regulator. Sebagai fasilitator, stakeholder telah
melakukan upaya antara lain: menfasilitasi akses
permodalan yang lebih besar, melaksanakan
kegiatan  studi  informasi, = melaksanakan
pembentukan sentra UMKM, dan melakukan
dukungan pendampingan. Sedangkan sebagai
regulator, stakeholder melakukan peran dalam
membuat kebijakan akses permodalan dan
membentuk sentra UMKM.
5. Pemeliharaan

Pada tahap pemeliharaan terdapat 3 peran yang
muncul yaitu sebagai regulator, evaluator dan
fasilitator. Stakeholder sebagai regulator telah
berkomitmen untuk mengupayakan keberlanjutan
program PUSYAR. Sedangkan stakeholder
sebagai fasilitator telah menjalankan peran dalam

melakukan  monitoring. Kemudian  sebagai
evaluator, seluruh stakeholder telah
melaksanakan  kegiatan  evaluasi  tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran
stakeholder dalam proses pemeliharaan telah
berjalan.

Saran
Berdasarkan hasil pembahasan  dan
kesimpulan, peneliti mengajukan beberapa saran dan
rekomendasi bagi pihak stakeholder yang terlibat
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dalam proses pemberdayaan UMKM melalui program
PUSYAR. Saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk Badan Amil dan Zakat Nasional Kota

Mojokerto

a. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara
lebih intens. Upaya tersebut dapat dilakukan
dengan cara mengadakan pertemuan rutin
setiap triwulan, serta membuat chatting
group sehingga komunikasi dapat dilakukan
kapan saja dengan mudah.

b. Menfasilitasi dan membantu MES untuk
mendapatkan bantuan dana untuk
penyelenggaraan program pelatihan,
pendampingan dan pengawasan. Karena
selama ini MES bekerja dengan dana pribadi.

c. Membuat tim khusus yang menangangi
program PUSYAR. Terutama tim yang fokus
kepada upaya pendampingan, perlindungan,
monitoring dan pengawasan bagi peserta
PUSYAR. Tim khusus tersebut harapannya
dapat bekerjasama baik dengan stakeholder
lain seperti Masyarakat Ekonomi Syariah
sehingga tercapai integrasi yang baik dan
berdampak pada pelaksanaan program
pemberdayaan secara lebih optimal.

d. Merevisi nota kesepakatan/memorandum of
understanding (MoU) menjadi lebih jelas dan
terperinci terutama berkaitan dengan batasan
tugas pokok dan fungsi serta wewenang dari
masing-masing stakeholder. Sebab MoU
yang saat ini masih kurang menggali potensi
dari  stakeholder. Padahal semestinya
stakeholder tersebut dapat berperan lebih
optimal lagi.

2. Saran untuk Masyarakat Ekonomi Syariah Kota

Mojokerto

a. Lebih proaktif dalam berhubungan dengan
stakeholder lain. Sehingga apabila ada
kendala atau masalah, dapat dikomunikasikan
secara langsung dan segera dapat ditemukan
solusinya.

b. Lebih proaktif dalam mengajukan dana
kepada pemerintah, sebab BAZNAS sudah
berkomitmen untuk membantu tapi MES
masih keberatan dengan sistem birokrasi
yang rumit.

c. Menciptakan program pemberdayaan yang
memungkinkan bagi seluruh pelaku UMKM
terlibat dan tertarik untuk mengikuti program
tersebut.

3. Saran untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Kota Mojokerto
a. Membangun komitmen dan kesepakatan
dengan pelaku UMKM, agar tidak hanya
memanfaatkan bantuan modal namun juga
mau berpartisipasi dalam seluruh kegiatan
pelatihan dan pendampingan.

b. Membangun komunikasi yang baik terutama
dengan pihak MES, karena selama ini pihak
MES menilai masih ada ego sektoral dari
pihak BPRS terkait dengan sulitnya pihak
MES dalam mengakses data penerima
program PUSYAR.

4. Saran untuk Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan Kota Mojokerto

a. Mengintegrasikan program pemberdayaan
yang dimiliki dengan program PUSYAR.

b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
MES, sebab antara Diskoperindag dan MES
sebetulnya memiliki peran yang sama dan
tidak jauh berbeda yakni pada bidang
penguatan, penyokongan dan pemeliharaan.
Sehingga dari kerjasama yang baik, manfaat
dari program pemberdayaan dapat tercapai
dengan lebih optimal.
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